
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2001 Nornor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 
Cimahi Tahun 2012 Nomor 139 Seri C) sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lernbaran 
Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 212); 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal lOC Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum, maka Wali Kota perlu menetapkan 
Peraturan W ali Kota ten tang Pelaksanaan Retribusi 
Pengolahan Air Limbah Domestik; 

WALT KOTA CIMAHI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGOLAHAN AIR LTMBAH DOMESTIK 

TENT ANG 

PERATURAN WALL KOTA ClMAHJ 
NOMOR : 41 TA~\.1"1 ?-0 \~ 

BERITA DAERAH KOTA CTMAHI 
NOMOR "\'?>S TAHUN :'.2-0~ 

. -- 



Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi. 
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang 

selanjutnya disingkat DPKP Kota Cimahi. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk 

melaksanakan tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha mili.k daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pcmberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

9. Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Air Limbah adalah air 
buangan yang berasal dari usaha dan/atau kcgiatan pennukiman, rumah 
makan, perkantoran, perniagaan, apartemcn, dan asrama. 

10. Retribusi pengolahan Afr Limbah adalah pelayanan pemeliharaan jaringan 
saluran air limbah dan / atau penyedotan/pengurasan jaringan 
perpipaan air Air Limbah yang dilakukan oleh Pemerintah Dacrah. 

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

J 2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif 
berupa bunga dan / atau denda. 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALi KOTA TENTANG PELAKSANAAN 
RETRIBUSI PENGOLAHAN AIR LTMBAH DOMESTJK. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 



Pasal 4 
(1) Dengan nama Retribusi Pengolahan Air Limbah dipungut Retribusi sebagai 

pernbayaran atas jasa pelayanan pengolahan Air Limbah yang diberikan 
oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengolahan 
Air Limbah Domestik, meliputi: 
a. pengolahan air limbah domestik yang bersumber dari kegiatan rumah 

tangga dengan SPALD-S individual; 
b. pengolahan air limbah domestik, yang bersumber dari kegiatan rumah 

tangga yang terhubung dengan jaringan perpipaan SPALD skala 
komunal atau SPALD-T skala kota, yang dimiliki dan dikelola oleh 
Pemerintah Daerah; dan 

BABIV 
RETRIBUSI PENOOLAHAN ATR LIMBAH DOMESTIK 

Pasal 3 
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur : 
a. retribusi pengolahan air limbah domestik; 
b. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ; 
c. syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 

retribusi. 

BAB IIT 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 
(1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota mt adalah sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pemungutan Retribusi pengolahan Air Limbah 
domestik. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan 
kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam 
pemungutan Retribusi pengolahan air limbah domestik. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

14. Sanksi adminitratif adalah sanksi yang dilakukan oleh pejabat 
adminitrasi terhadap setiap orang atau badan yang melakukan 
pelanggaran adminitrasi yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan 
Daerah ini. 

l 5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek Retribusi, pencntuan besarnya Retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya. 

16. Petugas pemungut adalah orang yang bertugas untuk menarik retribusi 
kepada wajib retribusi. 

17. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah setiap orang atau badan yang 
menerima manfaat dari pengelolaan Air Limbah. 



Pasal 5 
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
(2) SKRD dicetak oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
(3) SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: 

a. SKRD retribusi pengolahan Air Limbah Domestik kelas 1 yaitu rumah 
tangga dengan daya listrik sampai dengan 1.300 VA; 

b. SKRD retribusi pengolahan Air Limbah Domestik kelas 2 ya:itu rumah 
tangga dengan daya listrik lebih dari 1.300 VA; 

c. SKRD retribusi pengolahan Air Limbah Domestik kelas 3, yaitu non 
rurnah tangga; 

d. SKRD retribusi pengolahan Air Limbah Domestik komunal yang 
dibangun oleh atau dengan dana pemerintah; dan 

e. SKRD retribusi pengolahan Air Limbah Domestik komunal yang 
dibangun oleh masyarakat. 

(4) Petugas pemungut rneminta SKRD kepada Kepala TU disertai dengan nota 
dinas permohonan SKRD. 

(5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Keputusan 
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

(6) SKRD atau Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

BABV 
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

c. pengolahan air limbah domestik, yang tidak berasal dari kegiatan. 
rumah tangga yang menghasilkan air limbah domestik, yang terhubung 
dengan jaringan perpipaan SPALD-S skala komunal atau SPALD-T 
skala kota, yang dim:iliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang 
meliputi kegiata.n: 
1. perkantoran, sekolah/ perguruan tinggi; 
2. perkantoran swasta, sekolah/ perguruan tinggi swasta; 
3. pertokoan; 
4. industri; 
5. perusahaan barang dan/atau jasa, yaitu hotel/penginapan, 

restoran, tempat hiburan dan keramaian, serta tempat w:isata; 
6. rumah sakit pemerintah dan swasta; dan/atau; 
7. pergudangan. 

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebaga:imana dimaksud pada ayat (2) 
adalah pelayanan pengolahan a:ir limbah domestik yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau d:ikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, Pihak Swasta 
dan Pembuangan Air Limbah secara langsung ke sungai, drainase, 
dan / atau sarana pembuangan la:innya. 

(4) Pemungutan Retribusi Pengolahan Air Limbah dilaksanakan oleh Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

- 



Pasal 7 
(1) Wali Kota mendelegasikan pemberian pengurangan, keringanan dan 

pembebasan retribusi berupa permohonan tertulis dari wajib retribusi 
kepada Kepala Dinas. 

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merniliki syarat dan tata cara sebagai 
berikut: 
a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis 

kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 10 
(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya SK.RD; 

b. W ali Kota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus 
memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan; 

c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dapat berupa menerima atau menolak; 

(3) Dalam hal Wall Kota tidak memberikan keputusan atas permohonan 
pemberian pengurangan, keringanan dan pembcbasan retribusi dalam 
jangka waktu paling lama 1 [satu) bulan sejak tanggal surat permohonan 
diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, permohonan 
pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dianggap 
dikabulkan. 

BAB VI 
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, 

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSl 

(1) Retribusi dipungut setelah Wajib Retribusi menerima pelayanan dan 
selanjutnya diberi tanda terima berupa SKRD; 

(2) Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan 
retribusi ke bendahara penerima pada Dinas dilengkapi tanda bukti 
penerimaan yang ditandatangai oleh petugas dan bendahara penerirna; 

(3) Bendahara penerima pada Dinas dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh 
empat) jam hari kerja wajib menyetorkan hasil retribusi ke rekening kas 
Daerah dilengkapi tanda bukti penyetoran. 

(4) Tanda bukti penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 6 



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN L'.\?>t; NOMOR '20\.i 

~i:m:re:a.ngkan di Cimahi 
~mt:~·,;g'g;al Cj tJovem'De, 2.0~g 

RTS DAERAH KOTA CIMAHI, 

AJAY MUHAMMAD PRTATNA 

Ttd. 

W ALI KOTA ClMAHT, 

Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal S ~overn\>e, U>\& 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota 
Cimahi. 

Pasal 8 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VII 
KETENiUAN PENUTUP 



Rp. 6.000,00/Bulan 

Kelus Ill 
( Non RUllUlh Tangga } 

Jeni~ Pclay:irnm 
Pcngolnha» r imbnh l air 

l'FRATUltAN OA£RAII KOii\ l'l\1/\HI 
NOMOR 2 TAH(JN 21117 TANOOAl.lS JA ... UARI 2017 

1 m1,1J\NG RtrrRIOUSI JA!>A l,MI 1\1 

Karcis bukti pernbayaran ~~~~~~- -~~~~~~~~ 
KARCIS RETRIBUSI 

PENGOI.AIIAN LIMBAH CAut l>OMESTIK 
KOTACIMAHI 

Keiss I 
( Rumah Tnnggu d~"11g11n daya listrik dia111~ JJOO vA) 

R1>. 6.000,00/Bulan 

Jenis Pelayanan 
Peng_olnhon Limbeh Cair 

Phl(,\TUJ~DAERAII KOTII CJ~MHI 
N<lMOR 2 TAHUN 2Dl1 TANGGAl 25 JANUARI :>Oli 

TIU..'"TANGRETRIDUSI JASA 1,MU\I 

Karcis bukti pembayaran 
~~~~~---,~~-, 

KARClS RETIUBIJSI 
PENGOl,AHAN LIMBAH CAJR 00'.\-lES-TIK 

KOTACIMAHI 

Q 
·· Kelusl 

( Rumah Tonggo dengan daya hstnk sampar dengan 13(1() vA) 

Rp. 3.000,00/Bulan 

Jenis Pclayanan : 
Pengoluhon Limbah C'l!ir 

l'llRJ\TURJ\N l>Al:RAII KOTA CIMJ\111 
I\OMOR 2 TAHUt,. 2017 TANOOAI 2qA 'ljlJARI 201' 

TBNTAKG Rr.TRIBUSI JASA UMUM 

Karcis bukti pembayaran 
KARCIS RETRIBUSI 

Pl£NG0LAtlAN LIMBAH CAIR OOl\1ESTII< 
KOTACJMAIII 

Rp. 6.000,00IBulan 

Jeni, Pela).;"''": 
l'engolllhnn Limb~h C11i1 

l(da,, Ill 
I Nun Krnm1h TonJ!t3 l 

~1,11.,.Tt It'\" 01\1:IWI KOll\(.'1'4AHI 
NOMOlt 2 IAIIUN :Ol'TAllo'CiGAL25JA"(0,\RI 2017 

TfN'fAN<l Rf, 1 IUBUSIJA!.A I P.tL M 

3. Limbah cair kelas 3 
Bonggol 

Rp. 6.000,0D/Bulen 

J= P~l:iy.~n ~ 
Penjolaha11 Limb:,b Cair 

Kclnll 
( Runiali'lltffAAJdcog1111da)·aht.1rikdia1os 130(1\A l 

PrR'IT\;Ri\!\ OAl:ltAtf 1(01'1\-t'l\tAIII 
NOMOR 2 l'l\lltrN !OJ7 Tlll\Gt,AL lS ;IA ,1J,\RI 2017 

TtITTNl<i RETRIIIUSIJASAU:.11:M 

Limbah cair kelas 2 
Bonggol 

2. 

Rp. 3.000,00/Bulan 

K~la, I 
( Ru11ub 'l:ltlj!~ oong.u d.l)•:i lu,lril. ,nmpal dtllj!a,, lJ(IO vA) 

Jen,s PtL1).111Jn : 
Pmaolahan Lm1boh Cair 

Pl:lt\lVAANl>AtllAH ICOl,\ttMAHI 
NOMOR2 11\llllN 201' TANlollAI. 21 JI\ 'lUAJ{I .'.017 

TI;NfAMI llETRIRUSI .IASA0\4UM 

1. Llmbah cair kelas 1 
Bonggol 

JENTS-JENIS KARCIS RETRIBUSJ 

L\ t -y f\t\Vt-1 .20\% 
S- Novem\>e.r :2-0,i 

PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGOLAHAN 
AIR LIMBAH DOMESTIK 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHJ 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 

LAMPTRAN I 



NOMOR SERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 

RlS DAERAH KOTA CTMAHl, 

AJAY MUHAMMAD PRTATNA 

Ttd. 

WALT KOTA CIMAHl, 

Rp. 4.000,00JMtter Par1]11ng Pipe 

lndividu d11n/olou Swasta 

Jeni l't:layanan : 
Pemclilmraan Jatingan Penyalur Air Limbnh 

PERATUKJ\N DAER.1\11 KOT/\ CIMAHt 
NOMOH 2 TA HUN 2017 TANGOAI. 2~ JANUARI 2017 

TI:l\'TANGlU· 1 KIIJUSI JASA UMUM 

KARCLS RETRJBUSI 
PENGOLAIIAN l,,IMBAH CAIR l>OMESTIK 

KOIACIMAHl 

Karcis bukti pem bayaran 

Rp. 2.600,00fMtter Panjang Plpa 

Seprikeank Kornunal 

Jenis Pelayanan : 
Pemelihamun Jaringan Penyalur Air Limbah 

l'E!RATURAN OJ\HUH KOTACIMAHI 
I\OMOR 2 TAHUN 2017TANCrttAI 2~ JANUARI 201? 

TEITT1\l\'G Rl:ntJBUSI JASA UMUM 

KARCJS RETRJBUSI 
PENGOLAHAN LIMHAH CAIR 00.MESTIK 

KOTACJMAHJ 

Karcis bukti pembayaran 

CIMAHI ,..~~ ... 
Rp. 4.000,00fMeltr Panjang Pipa 

Jenis Pclayanan ; 
Pcf!lclihoraan J.uing.111 Pcuynlur Air Limbah 

PHtAlURI\N l)Al:RAH K(YTA t:f~IAIII 
'0Ml>R 2 TMIUN W17TANGUI\L 2~ J1WUAPI 2017 

TC!\' IANU RETRHIUSJ lAS.\ UM{i\4 

~ KARCtS RRTRIRl:51 ,u, l't'\1;111.AIIA'I; LIMIH.HCAIROOMl:SIIK 
~ KOTACIMAIII 

Septic tank individu atau swasta 
Bonggol 

5. 

Rp. 2.500,00IMeter Panjang Pip1 

C:-,p1ikwnk K .. 111111101 

Jeeis Pdayanan : 
Pemeliharaan Jncini:1111 l'enyalur Air Limhah 

PF.RA1VRAN 01\tRAH K<Yl,'1(.IMJ\111 
NO~tofl.2 fAlft!N 2017 TANGIJAL25 IA ''VARI ~17 

'rENlAN-0 RllTRIAl,SI JASI\ \JMU~l 

~ lUIIClSRF.flHOl'>J 
~ l't:l'\GOI.AHAN Ll~IIIAH C'AIR DOMtSI IK 

~ KOTJICIMAJII 

Septic tank komunal 
Bonggol 

4. 



NOMOR SERITA DAER.AH KOT.A CIMAHI TAHUN 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

Ttd. 

WALT KOTA CTMAHT, 

.Jenis Karels Jumlah Karels Harga satuan Jumlah 
-- Limbah cair kelas l 3.000 

Li:mbah cair kelas 2 5.000 
Limbah cair kelas 3 6.000 

~- 
Scptictank Kornunal 2.500 
Septictank individu/ swasta 4.000 

- .Jumlah total penerimaan 

Jurnlah Total di setorkan 

TANDA BUKTI SETORAN RETRIBUSI 
LAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DOMESTIK 

Cimahi, 
Bendahara Penerimaan Penyetor 

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI I 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN · 

UPT PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK \\...~A Jin. Rancabentang No.312 RT.04/RW.26 Kelurahan Obeureurn Ke.camatan Clmahl Selatan 
~ Telp (022) 86065766 www. cimahikota.go.ld e-mail: uptald.dkpcimahi@gmaH.com Kota Cimahi 40535 

,,-. Sudah terima dari 
Untuk Pem bayaran 
Jumlah Pelanggan 

BENTUK SURAT SETORAN RETRTBUSI DAERAH 

PERATURAN WALI KOTA ClMAHI 

NOMOR 4,1 "t'A\-\v\v ?-0\~ 
TANGGAL S ~o-JeYY\~, :201.'6 
TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGOLAHAN 

AIR LlMBAH DOMESTTK 

LAMPIRAN JT 


